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Semua sistem hukum yang 
berlaku di tanah air kita (Adat. 
Islam, Barnt) niempunyai mwm
lah. Hukum Adat, sebc.1gai hu
kum tertua berada clan berlaku 
di lndonesia, men�punyai masa
lah. Masalahnya antara lain ada
lah hilangnya masyarakat. hukum 
adat dan kepala adat karena pro
ses restnikturisasi daerah dan de
mokratisasi dalam Negara Repub
lik Indonesia. Akibatnya hilan
glah tempat berlakunya hukum 
aclat clan pemelihara hukum adnt 
itu, terutama di luar <Iawa. Da
lam proses pembentukan hukum 
nasional, hukum adat sebagai hu
kum tidak tertulis, misalnya, Le
lah menjadi hukum tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan 
seperti hukum adat tanah yang 
kini telah dituangkan ke dalam 
undang-undang (pokok) at.au per-
aturan perunclang-undangan 
agrnrrn. Demikian juga halnya 
hukum Barat yang berlaku di 

Indonesia atas kehendak pemerin
tah kolonial Belanda dahulu. l,Ca
re1rn ia hukum penjajah banyak 
yang ti<lak scsuai lagi <lcngan 
suasana Indonesia yang telah 
menleka. h .. arena baha:,a hukum 
Barat itu tidak dapat lagi dikuasa1 
oleh generasi muda Indonesia, na
mun masih berlaku juga, kitab 
undang-undangnya yang tertulis 
clalam bahasa Belanda · itu telah 
diterjemahkan tidak resmi (secara 
pribadi) oleh orang Indonesia ke 
daiam bahasa Indonesia, sehingga 
11ilang keotentikannya sebagai hu
ktim Lertulis clalam bahasa Be
landa. Ia menjadi "semu" hukum 
tertulis dalam bahasa lndonesia. 
Hukum Islam pun mempunyai 
masalah di tanah air kita. Dalam 
kesempatan ini, karena keter
batasan waktu, yang akan dibahas 
adalah rnasalah-masalah hukum 
blam di I nclonesia dilihat clan 
sudut datangnya rnasalah itu, 
baik intern maupun ekstern.
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Dillhat clari segi intern. hu
kum Islam di tanah air kita bukan 
tidak mempunyai masalah. Ma
salah itu bahka.n sering ciUliL dipe
cahkan, karena acapkali disang
kutpautkan dengan "kepercayaan" 
yang ada pada kelompok ummat 
Islam bersangkutan. Dilihat dari 
segi ekstern, masalah tersebut 
clata�g dari orang non-muslim, 
juga dari orang Islam sencliri 
yang, di masa lalu dan juga se
karang, sering ikut membicarakan 
hukum Islam dipandang dari 
suclut agama mereka ntau idcologi 
(paham) yang mereka anut. 

Huktun Islam, baik di dalam 
pengertian syari'ah maupun da
lam pengertian fikih, kedua
duanya menjadi masalah, baik da
lam teori maupun clalam praktek 
pelaksanaannya di masyarakat. 
Tanpa mengetahui masalah-masn
lah itu, kitn Liclak akan mampu 
melihat proGJ hukum lslnm dan 
posisinya sebagai salah satu kom
ponen hukum Indonesia yang bcr
siJat majemuk. 

Selama lebih kurang satu se
tengah abad lamanya, hukum Is
lam di tanah air kita diperlakukan 
tidak adil oleh politik hukum pe
merinlah Kolonia! Belanda dahulu 
sehingga keaclaannya bagaikan 
"kerakap tumbuh di bat,u, hidup 
segan mati Lak mau." h.eadaan 
ini clapat clilihat, misalnya, pacla 
lembaga penegakan hukum Islam 
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atau peradilan agama dahulu dan 
pada substansi hukum Islam sen
diri. Tantangan hukum Islam, 
karena itu, memang beraL sekali 
di tanah air kita, terutama selama 
abad ke-20 ini, setelah Christian 
Snouck Hurgronje mengemukakan 
teori resepsi-nya. Teori resepsi 
adalah teori yang mengatakan hu
kum Islam bukan hukum kalau 
belum diterima ke dalam dan oleh 
hukum Adat. 

Sebelum uraian dilanjutkan, 
perlu segera dijelaskan bahwa 
yang dimak:sud hukum Islam da
lam pembicaraan ini adalah hu
kum Islam bidang mu'amalah. 
Hukum Islam bidang mu'amalah 
itupun hanya menyangkut hukum 
perdata saja, tidak meliputi hu
kum pidana. Sebab, riwayat hu
kum pidana Islam di tanah air 
kita telah tarriat, dengan diber
lakukannya KUH Pidana (Wet
boek van Strafrecht) Belancla 
pada tahun 1918 kepada semua 
penduduk nusantara ini. oleh Pe
merint,ah Hindia Belanda clahulu. 
Bersamaan dengan itu hukum pi
dana adatpun dihapuskan pula 
uleh Pemerint,ah Hindia Belanda 
tersebut. Di samping hukum Is
lam bidang mu'amalah, hukum ls
lnm biclang lbadah pun di zaman 
penjajahan itu, misalnya menge
nai ibadah haji, mendapat rin
tangan juga clari Pemerintah Hin
clia Belanda untuk clilaksanakan 
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uleh kaum muslimin di tanah air 
kita. Dengan melih1-1t kecluclukan 
hukum lslam cli Lanah air kita di 
masa lalu yang mempunyai akibat. 
pacla keadaannyn sekarang, pem
bicaraan mengenai hukum Islam 
dan permasalahannya ini, akan 
clipusatkan pada hal-hal berikut 

(1) hulwm perlwwinan dan
11wsalahnya, (2) hulwrn hewarisan 
dan 111asalaluiya, (:3) hulwm waJwf 
dan rrwsafohnya, (1) huhum zalwt 
dan masalah11:ya, (5) perndilan 
agwna dan masa.lahnya, (G) hom
pilasi huJwm Islam dan 
masaiahnya, (7) lr.ula.un nasional 
dan masalahnyu, dilihat dari 
sudut panclangan umat. Islam clan 
hukum Islam. 

Sebelum pembicaraan menge
nai hukum Islam ini clilanjutkan, 
perlu clisebutkan salah satu ciri
nya yang Jd1c1s yakni hubung
annya dengan iman clan ke:-;w;i
laan. lman, hukum clan ke:-;u:-;i
laan yang sering di:-;ebut aqidah, 
syari'ah clan akhlak, merupakan 
tiga taliyang terpilin menjacli satu 
yang Letap berjalan dalarn sistern 
hukum Islam yang dapat dibe
clakan tetapi ticlak mungkin clipi
sahkan. Itulah watak hukurn Is
lam yang esensial dibandingkan 
dengan hukum Barat, misalnya. 
Watak ini kurang clipahami oleh 
sarjana-sarjana hukum Barat, se
perti yang diajarkan melalui Pe
ngantar llmu Hukum cli fakultas-

fakuhas Hukum di Indonesia. 

Pemaharnan yang kurang je
las mengenai hubungan iman, ke
susilaan dan hukum itu merupa
kan salah satu masalah hukum 
di tanah air kita yang perlu di
luru. ·kan. Kekurang pahaman ini 
merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan hukum Islam clis
alnh-pahami oleh orang Barat. dan 
orang lncloncsia, baik yang mu:-;
lim maupun yang bukan muslim 
yang mem,pergur.akan ukuran 
ilmu hukum Baral terhadap hu
kum lslam. 

Mengenai kedudukannya da
lam UUD 1845, sebenarnya, tidak 
hanya terclapat dalam pasaJ �O 
atau �4 secara umum tetapi 
khusus dalam pasal 29 ayat (1) 
UUD 1945. Di clalam pasal 29 
(I) ini jelas clicnnt umkan bahwa
Negara berdasar atas hetuhanan
Yang Maha Esa. Menurut
Hazairin kaidah fundamental da
lam pasal �9 ayat (1) itu dapaL
ditafsirkan dalam enam kemung
kinan. Tiga di antaranya yang
relevan dengan µembicaraan ini,
intinya aclalah:

(1) Dalam negara R.I. ini
tidak boleh ada atau berlaku hu
kum yang bertentangan dengan 
kaidah-kaiclah agama yang berla
ku bagi pemeluk agama di tanah 
air kita. Tafsiran pertama ini 
dapnt digunakan sebagai pem
benaran atas penolakan umat Is-



lam terhadap sebngian isi RUU 
Peradilan Anak (199G) dan l{UU 
Perkawinan tahun 197:3 clahulu, 
karcna, · di clalam RUU terscbut 
terclapat masalah yang berten
tangan clengan hukum Islam. Oa
lam RUU Peradilan Anak acln rna
salah anak angkat clan perwalian. 
Oalam RUU Perkawinan at.la 19 
butir masalah di antaranya acla 
tlalam pasal 2 RUU tersebut yang 
dirumuskan sebagat berikut: "Per
kawinan adalah sah apabila cliia
kukan di depan Petugas Pencatat 
Perkawinan". Konsep clan rumus
an ini sepenuhnyu menurut pola 
hukum Barat. yang memandang 
perkawinan hanyalah hubungan 
hukum perdata saja antant se
orang pria clengan scorang wanita. 
Menurut hukum Islam perka
winan hanyalah sah apabiia <lila
kukan setelah syarat clan rukun
nya dipenuhi. Pencatatan perka
winan, menurut hukum fikih !s
lam klasik, bukanlah rukun yang 
menentukan kesahan perkawinan, 
walaupun pencataLan iLu pcrlu 
clan rnemang berguna untuk ke
maslahatan suami-istri atau un
tuk kepentingan aclministrasi per
kawinan dalam rangka memeli
hara ketertiban umum atau ke
pentingan suami-istri itu sendiri 
clan anak-anaknya kemucLian hari. 
Pencatatan perkawinan, menurut 
pendapat itu, bukan merupakan 
unsur konstitut.if yang menim-
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bulkan kesahan perkawin.-111, Le
tapi unsur deklarati.f adminis
tratif, sebagai alat bukti yang 
mengatakan bahwa mereka 
(orang-orang itu) memang suami
istri. Akan tetapi, clalam sistem 
hukum perkawinan kita sekarang, 
pencatatan nikah, kendatipun itu 
bukan merupakan rukun menurut 
hukum fikih Islam klasik, tetapi 
benlasarkan mnshlahah mur
salah, pencatatan itu merupakan 
co,uliliu ::;inr qna nun ba�i sua
m i-istri itu clan anak-anaknya, 
terut.:-1ma berkenaan dengan ke
wari;;an nant.i. 

(�) Negara wa3ib mP.np1-
lankan syari'r1t scmua ;:igama yang 
berlaku cli Indonesia, kalau untuk 
menjalankan syari'at itu memerlu
kan bantuan kekuasaan negara. 
Ini berarti bahwa negara wajib 
mengatur dan menjalankan hu
kum yang berasal clari ajaran aga
ma untuk kepentingan bangsa 
Indonesia, kalau pelaksanaannya 
memerlukan bantuan penyeleng
gara negara. Artinya aclalah, ne
gara berkewajiban menjalankan 
syari'at agama untuk kepentingan 
pemeluk agama yang bersang
ku tan di Indonesia. Syari'at Islam 
yang mengatur hubungan manu
sia clengan Tuhan seperti shalat 
clan puasa, misalnya, adalah ke
wnjiban pribacli pemeluk agama 
yang ber;;angkulan untuk melak
sanakannya sendiri. Namun de-



mikian, perlu segera dicatat, kare
na keunikan sistem ajaran Islam 
dan hukum Islam, ada juga hu
kum yang termasuk kategori iba
dah, Pemerintah R.I. wajib 
membantu penyelenggaraannya 
dengan menyecliakan fasilitas be
rupa sarana pengangkutan, kese
hatan dan alat pembayaran luar 
negeri, agar ummat Islam Indone
sia dapat melaksanakan syari'at 
Islam mengenai ibadah haji di 
Mekah Arab Saudi, misalnya. 

(3) Syari'at yang pelaksa
naannya tidak memerlukan ban
tuan negara clapat dijalankan 
sendiri oleh pemeluk agama yang 
bersangkutan. lni berarti bahwa 
hukum yang berasal dari agama 
yang berlaku di Indonesia yang 
clapat dijalankan sendiri oleh pe
meluknya menurut kepercayaan 
pemeluk agama masing-masing 
seperti hukum ibadah murni, mis
alnya, dijamin UUD 1945, seperti 
dirumuskan dalam pasal 29 ayat 
(2) UUD tersebut.

Hukum Islam di tanah air
kita, apabila clilihat dari sanksi 
atau padahannya clapat dibagi �. 
yaitu: (1) hukum Islam yang ber
sifat normalif, clan (2) hukum ls
lam yang bersifat yuridis formal

yang telah menjadi hukum positif 
di Indonesia. Kedua-duanya ber
laku untuk ummat Islam yang 
menjacli warga negara Republik 
Indonesia. Perbedaannya adalah 
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pada sanksi atau padahannya. 

Hukum Islam yang bersi.fat 
(1) normatif berlaku bag1 masya
rakat muslim Indonesia. Jika
iman masyarakat muslim itu tebal
clan ketaqwaannya benar, hukum
Islam yang bersi.fat normatif itu
akan terlaksana clalam kehidupan
merek1:1 sehari-hari dan akan ber
jalan dengan baik dalam masya
rakat muslim bersangkutan.
Akan tetapi, jlka imannya tipis
dan ketaqwaannya tidak benar,
hukum Islam yang bersifat nor
matif tidak claµal terlaksana cla
lam masyarakat yang anggota
anggotanya mengaku beragama
Islam tetapi belum tentu melak
sanakan hukum clan ajaran Islam
dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hubungan ini (sambil lalu)
perlu dicatat bahwa dalam kepus
takaan kita sering membaca per
kataan masyarakat Islam dan
masyarekat muslim. Keduanya
sering dianggap sepadan atau si
nonim. Namun, kalau dilihat clari
suduL ajaran Islam kedua istilah
itu mempunyai perbedaan. Di cla
lam masyarakat Islam hukum clan
ajaran Islam dilaksanakan, se
dang di clalam masyarakat muslim
hukum clan ajaran Islam belum
tentu dilaksanakan. Apabila kita
lihat keadaan ummat Islam di
seluruh dunia sekarang kita cen
derung berpendapat bahwa yang
ada kini aclalah mas:varakat mus-



lim bukan masyarakat lslam. 
Masyarakat Islam mempunyai 
ciri- ciri yang cLsebut clalam al
Qur'an clan al-Sunnah. Di anta
ranya adalah: (I) persaudaraan, 
(�) persamaan, (:3) tolcrnnsi. (4) 
amar ma'ruf' nahi munkar. (:'l) 
musyawarah. ((i) keaclilan, (7) ko
seimbangan anwra kewajiban dan 
hak, antara kewajilrnn indiviclu 
tltrng-an lrnk individu, antarn ko
wajiban masyarnkat clengan hak 
masyarakat, antara kepentingnn 
incliviclu dengan kepentingan ma
syarakat. Masyarakat Islam me
rupakan kcrangkn acuan untuk 
masyarakat mw,lim. Olch knrenn 
itu masyarakat muslim yang ada 
sekarang harus dikembangkan 
menuju masyarakat Islam. dengan 
berbagai cam clan upaya. 

Dalam masyarakut muslim di 
boberapa t,ompal di lndonesia hu
kum Islam kurang atau sulit men
dapat tempat. Hal ini clisebabkan 
karena faktor-faktor intern dan 
ek�tern ter:;ebut (Ii ata� .. Faktor 
intern adalah faktor yang muneul 
clari dalam masyarakat muslim 
sondiri. Faktor ehtern clat.ang 
clari luar, sebagai akibat 1wrwrup
an politik hukum Pemc1rint.ah 
Kolonia! Belanda clahulu y,mg 
diclukung: olrh sistem 1wndidikan 
(yang bersifat) sekuler yang d1te· 
rapkan clalam masyarakat muslim 
l ncloncsia.

Mengenai hukum yang bersi-
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fat normatif ini, fakt.or intern itu 
terlihat pula misalnya pacla pe
laksanaan zakat atau hukum 
zakat scbagai bagian clari hukum 
Islam Dibantling dengan hukum 
shalat, puasa dan haji, hukum 
zakat dalam ma:yarakat muslim. 
kurang clapal dilak,;anakan kare
na kurangnya penjelasan dan pa
ra ulama clan cla'i lentan!-{ hukum 
/.ilkiLt y,lllg lit•rsil'cit 110rn111L11' itu. 
Di samping itu pelaksanaan hu
!:um zakat memang sangat ter
gantung pacla iman dan ketaqwa
an seseorang. Taqwa dilihat clari 
suclut hukum !�lam mengandung 
4 dimen�i. yaitu (I) hubungan ma
nusia dengan Tuhan, (�) hubung·
an manusia dengan hati nurani 
manusia sencliri, (:3) hubungan 
manw;ia dengan manusia clan ma
syarakat. clan (4) hubungan ma
nusia dengan lingkunga11 hidup. 
Keempat dimensi ini seyogyanya 
dikembangkan secara baik dan 
benar. 

Da'wah Islam dewasa ini ma
sih lebih banyak berbicara t.entang 
rnasalah shalat, shaum clan haji, 
teLapi kurang banyak membahas 
1pntang zaknt. Olch karena it.u 
1wngetahuan ummal Islam me
ngenai zakat s .. mgat. kurang. lni 
rn•.•rupakan rnas,dah lain hukum 
normaLLf yang pHrlu perneeahan
nya di waktu rnenclatang agar 
lembaga zakat clan tujuan yang 
terkanclung di dalamnya mencapai 



sasaran, yaitu pem�wal.aan ni:teki 
keadilan ekonomi cli dalam ma
syarakat muslirn Indonesia. 

Masalah lain hukum Islam 
normati.f ini adalnh sikap para 
ulama kita yang berpegang padn 
hasil ijtihacl para mujtahid masu 
silam yang tercantum clalam satu 
kitab tertenLu, tanpa berusaha 
mengadakan evalua.si clan pern
musan kembali hasil ijtihad para 
ulama puluhan abad �·ang lalu 
Mereka memanclang final hasil 
pemikiran para ulama di zaman 
lampau tanpn ingin mtwumuskan 
kembali atau mengembangkan
nya sesuai dengan situasi dan 
konclisi cli lnclonesia. Sebagai con
toh dapat dikemukakan tentang 
hukum zakaL tersebuL di atas. 
Perumusan clan pengembangan 
hukum zakat pada umumnya · di
lakukan oleh para ulama Timur 
Tengah di masa lampau rang 
dipcngaruhi uleh kendnan di dae
rah Arab. Di daerah Arab seperti 
yang tersebut clalam Sunnah Nabi 
yang tumbuh, misalnya, jelai. Se
dangkan yang tumbuh di Indone
sia samasekali bcrbeda clengan 
yang terclapat di Arab itu. Di 
Jakarta misalnya bisa tumbuh 
anggrek, cli Sulawesi cengkch. di 
tempaL lain acla t.ambak udang 
clan sebagainya. Itu semua ticlak 
terclapat di clalam kitab-kitab fikih 
hasil ijtihad para ulama clahulu; 
sehingga ada ulama kita yang te-
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tup berpeg,rng pmla kiwb-kitub 
hasil ijtihad mercka itu dahulu. 
mengatakan bahwa anggrek, 
cengk h clan tambak udang -ticlak 
perlu dizakati karena t,idak acla 
hukumnya clalam kitab- kitab 
rikih (clahulu) l'adahal. secant 
ekonomis penghasilan petani 
cengkeh, anggrek clan peternak 
udang jauh lebih besar dari peng
hasilan petani yang penanaman 
padi yang clianalogikan dengan 
ganclum itu Ualam · huhungnn 
ini, agaknya, perbedaan syari'ah 
cli:in fikih perlu ditegaskan kem
bali. Perbedaannya adalah: (1) 
Syari'at terdapat dalam al-Qur'an 
clan kitab-kitab Hadis. berupa fir
man Allah clan sunnah l{asul-Nva 
Muhammad. Fikih terdapat da
lam kitab-kitab fikih berupa hasil 
pcmahaman manusia yang meme
nuhi syarat untuk berijtihacl ten-
1.ang syari'at. (�) Syari'at adalah
c1ptaan 'l'uhan clan kctenLua11
f-1.m;ul-Nyu karcna itu berlaku
abacli. Fikih adalah karya ma
nusia yang <lapat berubah dari
masn ke masa. berbecla di suatu
tempat dengan di tempal lain. (:{)
Syari'at bers1fa1 l'unclamental dan
univer�al, mempunyai ruang
lingkup yang lebih luas clari fikih.
Fikih bersifat instrumental clan
lokal, ruang lingkupnya terbatas
pacla apa yan� biasan ya clisebu t
perbuatan hukum. (4) Syari'at
hanya satu, sedang fikih lebih



dari saLu, :-;cpcrti terlihat paclc1 
alirnn-aliran hukum yang disl!i)ul 
mazahib at.au mazhab-mazhab itu. 
(5) Syari'at menunjukkan kesa
tuan dalam blam, sedang fikih

mcnunjukkan keragamannya.
Hukum Islam yang telah 

menjacli hukum positif aclalah 
hukum Islam yang Lelah cliberi 
8anctum atnu snnksi oleh pengua-
1,;a 1{1. Apabiln clibanclingkan de
ngan hukum Barnt secar;1 ke:-;elu
ruhnn, hukum hlam yang Lelah 
menjacli hukum po:-;itif ini hanya 
sebagian kecil :-;aja clal'i keseiu
ruhan hukum Islam, (hukum Is
lam positif) itupun hanya menge
nai hukum perdatanya saja. Hu
kum publik mengenai ketata
negaraan juga ticlnk berlaku, ke
cuali beberapa prinsipnya ;;eperLi 
musyawarnh yang cliscbut clalnm 
UUD 191:'i. 

Hukum publik lnin, pada 
umumnya, juga ticlak lwrlaku di 
Indonesia dan di negara-negara 
mu:-;lim di seluruh dunia. Sebab
nya adalah karena negara-negara 
muslim iLu clijajah selama ber
abad-abad oleh bangsa Baral yang 
memberlakukan hukum puliliknya 
di negeri-negeri muslim jajahan
nya itu. 

Hukum keperdat.aan blnm 
yang berlaku bagi ummat Islam 
Indonesia sebagai hukum positif, 
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hanyalah hukum perkawinan, hu
kurn kewarisan dan hukurn pt:r
wakafan tanah milik. Untuk me
negakkan hukum perkawinan, ke
warisan clan perwakafan itu pada 
tahun 188� diclirikan Pri

esteraad (majlis pencleta) suatu 
nama yang salah, tLi <Jmva dan 
Madura. Pacla t,ahun UJ:n clidiri
kan (�acli clan Qadi Be8ar di Ka-
1. · " I I ,unr1ntan ;:-,e awn c an :-;ebugian 
Kalimantnn Timur. Kemudian, 
purln tuhun 1957 cliclirikan Ma
hkarnah Syar'iyah di luar Jawa 
Madura, clan Kalimantan Selatan 
clan Timur. Pada tahun 1980 
pe1·adilan agama yang berbeda 
namanya itu diserag11mkan men
jacli Pengadilan Agama, tetapi de
ngan wewenang yang masih ber
becla. Pacla tahun 1989 wewenang 
f'eraclilan Agama disatukan di se
luruh wilayah Lndone:-;ia dengan 
Undang-undang nomor 7 Tahun 
I f)8D. U nclang--unclang- ini sclain 
rnemuat ;;w;unan dan wewenang 
peraclilan agama memuat juga 
Hukum Acara Peradilan Agama. 

Kendatipun hukum perka
.vinan, kewari:-;an clan perwakafan 
tanah milik. suclah clinvat.akan 
berlaku clan menj.ucli hul�um po
:-;itif di tanah air kita, namun, 
biclang-biclang hukum tersebut 
mempunyai masalahnya masmg
masing.*** 




